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PENDAHULUAN

UNDANG – UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO. 25 TAHUN 2009

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rancangan

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

sesuai dengan hak – hak sipil setiap warga negara

dan penduduk atas suatu barang, jasa, atau

pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan

Undang-Undang pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009.

PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK 

Tidak transparansi pelayanan publik, terjadinya

gangguan komunikasi, waktu tunggu yang lama dan

pelayanan publik yang tidak sistematis dapat diatasi

dengan adanya e-government.

E-Government

PLAVON DUKCAPIL

PLAVON DUKCAPIL adalah layanan pengurusan

kependudukan dan pendaftaran kependudukan secara

online, salah satu layanan daring Dinas

Kependudukan dan pencatatan sipil yaitu untuk

mempermudah dan mempercepat proses pengurusan

kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun

pencatatan sipil yang dapat dilakukan secara mandiri

maupun melalui petugas pelayanan.
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PENDAHULUAN

No. Jenis Layanan April – Desember 2021 Januari – September 

2022

1. Permohonan KTP 

hilang/rusak/baru 

66 54

1. KK 42 51

1. KIA 64 31

1. Pindah Keluar 13 15

1. Pindah Datang 13 23

1. Akta Kelahiran 23 28

1. Akta Kematian 3 8

1. Akta Perceraian 0 0

Tabel 1. Jumlah pengguna PLAVON DUKCAPIL Di Desa Kajeksan
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RUMUSAN MASALAH
Apa saja permasalahan dalam Penerapan E-Government Melalui Pelayanan
Via Online (PLAVON) DUKCAPIL di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo ?

Pertama, kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa

Kajeksan.

Kedua, kurangnya pemahaman

masyarakat Desa Kajeksan terkait

dengan penggunaan website serta tata

cara mengupload data.

Ketiga, plavon dukcapil tidak dapat

diakses oleh semua umur,

terutama lanjut usia atau usia tua.
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PENELITIAN TERDAHULU
Zachiyatul Chiqmah pada tahun 2019

“Penerapan Smart Governance Melalui 

E-Kinerja Di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sidoarjo”

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

penerapan Smart Governance Melalui 

E-Kinerja di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah 

optimal. Hal ini terlihat dari penerapan 

E-Kinerja menggunakan beberapa 

indikator, seperti : data infrastruktur, 

infrastruktur legal, infrastruktur 

institusional, infrastuktur teknologi, dan 

strategi pemikiran pemimpin dapat 

dikatakan optimal.Namun pada salah 

satu indikator manusia belum optimal 

karena sebagian besar PNS di 

kabupaten Sidoarjo berusia antara 50 

sampai 59 tahun. 

Nur Bianto pada tahun 2020 

“Penerapan E-Government Melalui 

Pelayanan Via Online (PLAVON) 

DUKCAPIL 

(Studi di Desa Pulungan Kecamatan 

Sedati)” 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Penerapan E-Government Melalui 

Pelayanan Via Online (PLAVON) 

DUKCAPIL di Desa Pulungan sudah 

optimal. Hal ini terlihat dari Penerapan E-

Government menggunakan beberapa 

indikator, seperti : Infrastruktur legal, 

infrastruktur institusional, infrastruktur 

manusia, dan infrastruktur teknologi. 

Namun masih terjadi kendala yakni 

ketidaksiapan sumber daya manusia 

dalam menghadapi penerapan e-

government. Selain itu kurangnya 

sosialisasi Pemerintah Desa Pulungan 

terhadap masyarakat sehingga 

masyarakat Desa Pulungan masih banyak 

yang belum mengetahui PLAVON.

Eno Novita Maharania, Dewi Sekar 

Kenconob pada tahun 2021

“Penerapan Smart Governance Dalam 

Smart Village Di Kelurahan Dlingo, 

Kabupaten Bantul”

Kajian menyimpulkan bahwa 

penerapan Smart Governance yang 

ada pada Kelurahan Dlingo sudah 

berjalan dengan baik secara nyata 

sudah diterapkan di Kelurahan Dlingo 

sesuai dengan indikator pada smart 

governance yaitu publik servise, 

transparansi, dan policy. Dalam publik 

servise, pengadaan infrastruktur dan 

pengembangan SID sudah dilakukan 

pengembangan hal tersebut kemudian 

menjadi sebuah produk unggulan dari 

Pemerintah Kelurahan Dlingo agar bisa 

melakukan pelayanan publik yang 

prima.
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METODE PENELITIAN
JENIS PENELITIAN :

Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN :
Penerapan E-Government Melalui Pelayanan Via Online 

(PLAVON) Dukcapil di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan 
Tulangan Kabupaten Sidoarjo  dengan teori menurut indrajit 

(2002) 

PENDEKATAN TEORI MENURUT INDRAJIT (2002)  :
Infrastruktur Legal Infastruktur Institusional, Infrastruktur 

Manusia, Infrastruktur Teknologi.

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN :
Purposive Sampling

TEKNIK PENGUMPULAN DATA :
Observasi 

Wawancara 
Dokumentasi

SUMBER DATA  :
Primer 

Sekunder 

TEKNIK ANALISIS DATA : 
Teknik analisis data dengan model interaktif Miles & 

Huberman
Pengumpulan data 
Mereduksi data 
Penyajian data 
Penarikan kesimpulan 

LOKASI PENELITIAN  :
Di Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan 

Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei infrastruktur legal yang dilakukan dengan aparatur pemerintah Desa
Kajeksan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government sangat membutuhkan infrastruktur legal
sebagai kekuatan hukum, penerapan e-government memiliki landasan hukum pelaksanaannya yang
diimbangi dengan regulasi yang ada. Dilatarbelakangi pengenalan tata kelola elektronik melalui
Pelayanan Via Online (PLAVON) di Kabupaten Sidoarjo, pasal 1 ayat 2 Nomor 7 tahun 2019
Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring adalah proses pengelolaan dokumen kependudukan
yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi,
komunikasi, dan informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah
menerapkan e- government sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku sesuai dengan surat
edaran dari Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Infrastruktur Legal 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Yang membantu masyarakat mengakses pelayanan via online 
(PLAVON) berbasis website Desa Kajeksan

No Nama Lengkap Pendidikan Jabatan

1 Yaniar Larasita Susanti, S.AP S1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

2 Rini Purwati, S.Pd SI Staf Operator Adminduk

Infrastruktur Manusia  
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HASIL DAN PEMBAHASAN

No Jenis Perangkat Jumlah

1 Laptop ASUS 1

2 Printer Brother 1

3 Printer HP Laser 107a

1

Infrastruktur Teknologi   

Tabel 3. Fasilitas penunjang penerapan e-governmnet melalui Pelayanan Via 

Online (PLAVON) yang berbasis website di Pemerintah Desa Kajeksan

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
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